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ABSTRAK

Kemajuan teknologi di bidang telekomunikasi yang sedemikian pesatnya membuka

peluang bagi produk-produk baru yang memanfaatkan jangkauan dari internet dan

dunia maya. Salah satu produk yang terbentuk melalui perkembangan tersebut adalah

pelayanan kesehatan online, dimana pasien tidak perlu bertatap muka untuk

melakukan sebuah konsultasi dengan dokter terkait masalah kesehatannya. Namun,

ditengah perkembangan itu timbul permasalahan terkait perlindungan hukum bagi

pasien yang mengalami kerugian akibat praktik layanan kesehatan online. Dalam

prakitik layanan kesehatan online tersebut, kedudukan hukum dari dokter dan pasien

tidaklah seimbang. Oleh karena itu, hukum berkewajiban memberikan keseimbangan

tersebut melalui pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak pasien di

dalam peraturan perundang-undangan, yang melandasi bergeraknya transaksi

terapeutik berbasis internet tersebut. Perlindungan hukum diwujudkan dengan

melihat kembali ke arah hak-hak pasien yang dicerminkan dalam peraturan

perundang-undangan. Hak-hak pasien yang bermuara dari dua hak dasar yakni the

right to health care dan the right of self determination dalam pelaksanaannya harus

mencerminkan nilai-nilai dari hak hak asasi manusia itu kembali. Di samping itu

pemenuhan hak-hak pasien ini pun nantinya dapat dijadikan salah satu indikator

terhadap kesalahan medis yang dilakukan dokter seraya melakukan layanan kesehatan

online.

Kata kunci: Perlindungan, Hukum, Dokter, Online, Pasien, Kerugian, Kelalaian
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan adalah faktor yang penting bagi kehidupan manusia, di mana

dengan keadaan yang sehat manusia bisa hidup dengan produktif untuk menghasilkan

sesuatu hal yang bermanfaat bagi hidupnya. Dalam Undang-Undang Nomor.36

Tahun 2009 Tentang Kesehatan  mengkategorikan kesehatan termasuk ke dalam

bagian dari hak asasi manusia(HAM). Oleh karena itu kesehatan merupakan suatu

kebutuhan yang tidak bisa diganggu gugat.

Pelayanan kesehatan merupakan hal yang penting yang harus dijaga maupun

ditingkatkan kualitasnya sesuai standar pelayanan yang berlaku, agar masyarakat

sebagai pasien dapat merasakan pelayanan yang diberikan. Pelayanan sendiri

hakikatnya merupakan suatu usaha untuk membantu menyiapkan segala sesuatu yang

diperlukan orang lain serta dapat memberikan kepuasan sesuai dengan keinginan

yang diharapkan oleh pasien.

Pelayanan kesehatan pada dasarnya bertujuan untuk melaksanakan

pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit, termasuk di dalamnya pelayanan

medis yang didasarkan atas dasar individual antara dokter dengan yang membutuhkan

penyembuhan.1 Yang digolongkan sebagai pelayanan kesehatan antara lain adalah

pemeriksaan medik, diagnosis, anastesi, terapi, menulis resep obat-obatan,

pengobatan dan perawatan di rumah sakit, kontrol, pelayanan pasca perawatan,

pemberian keterangan medik, pemberian informasi,kerjasama vertical

penyelenggaraan pelayanan kesehatan, dan sebagainya.2 Di dalam pelayanan ada

1 K. Bertens, Etika Biomedis,  Kanisius, Yogyakarta, 2011, hlm. 133
2 Tengker, Freddy, Hak Pasien, CV.mandar maju, Bandung, 2007. Hlm.56
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pemberian jasa yang diberikan oleh dokter,dokter masuk ke dalam jasa profesional

karena memberikan jasa sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.

Dokter didefinisikan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 29

Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (yang selanjutnya akan disebut UU.No.29

Tahun 2004) Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan

dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di

dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.3

Profesi dokter memiliki syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan

praktek yaitu berupa lulusan pendidikan dokter harus memiliki kemampuan sesuai

dengan Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI) yang disahkan oleh Konsil

Kedokteran Indonesia.4 Setelah lulus dari ujian kompetensi seorang dokter harus

mampu berperan serta dalam Sistem Kesehatan Nasional dan mengikuti

perkembangan global ilmu kedokteran untuk meningkatkan kualitas kesehatan

masyarakat.  Lulusan program studi kedokteran tahap akademik bergelar Sarjana

Kedokteran (S.Ked) dan tahap profesi bergelar dokter (dr.).5

Dalam pemberian jasa dokter harus memiliki beberapa persyaratan untuk

dapat melakukan praktik. Syarat tersebut ada dalam Peraturan Menteri Kesehatan

Nomor. 2052/MENKES/PER/X/2011 pasal 1 angka 6 yaitu surat tanda registrasi,

selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh konsil kedokteran

Indonesia kepada dokter dan dokter gigi yang diregistrasi.6 Surat Tanda Registrasi

(STR), merupakan dokumen hukum/tanda bukti tertulis bagi dokter dan dokter

spesialis bahwa yang bersangkutan telah mendaftarkan diri dan telah memenuhi

persyaratan yang ditetapkan serta telah diregistrasi pada Konsil Kedokteran

3 Lihat Undang-Undang Nomor.29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Pasal 1 angka 2
4 http://www.kki.go.id/assets/data/arsip/Final_SPPDI,_21_Maret_2013.pdf diakses pada tanggal 23
mei 2017 pada pukul 12.30 WIB
5 Id
6 Lihat Peraturan Menteri Kesehatan no. 2052/MENKES/PER/X/2011 Pasal 1
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Indonesia. Masa berlaku STR dokter dan dokter spesialis di Indonesia adalah 5 (lima)

tahun. 7

Dalam memberikan pelayanan kesehatan seorang dokter harus memiliki surat

izin praktek yang mana surat izin praktek yang selanjutnya disingkat SIP adalah bukti

tertulis yang diberikan dinas kesehatan kabupaten/kota kepada dokter/dokter gigi

yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan.  Dokter

atau dokter gigi yang telah mempunyai surat izin praktik dan menyelenggarakan

praktik kedokteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor

29 tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran wajib memasang papan nama praktik

kedokteran. 8 Selain diatur di dalam Undang-Undang Nomor.29 Tahun 2004  Tentang

Praktik Kedokteran, mengenai papan nama juga diatur di dalam Kode Etik

Kedokteran Indonesia (Kodeki) penjelasan pasal 4 yaitu:

“Memasang papan nama praktek ukuran maksimum 60 x 90 cm, dasar putih, huruf hitam, wajib

mencantumkan nama, jenis spesialisasi, nomor surat ijin praktek, waktu dan seyogyanya juga nomor

rekomendasi IDI, dengan penerang sewajarnya. Bagi praktek perorangan, dipasang di dinding

bangunan bagian depan tempat ia praktek atau dipancangkan di tepi jalan. Untuk rumah sakit,

puskesmas, klinik bersama, kantor kesehatan merupakan papan nama kolektif dengan ukuran yang

sewajarnya di pasang di bagian depan/dinding lorong masuk.”9

Hubungan hukum antara dokter dan pasien ini adalah hubungan vertikal atau

hubungan kepercayaan yang bersifat paternalistik,dimana tenaga kesehatan dianggap

paling superior (father know best), kedudukan atau posisi dokter dan pasien tidak

sederajat, karena dokter dianggap paling tahu tentang segala seluk beluk penyakit,

sedangkan pasien dianggap tidak tahu apa-apa tentang penyakit tersebut dan ia

menyerahkan sepenuhnya pada dokter, dokter ditempatkan sebagai patron(pelindung)

dan pasien ditempatkan sebagai klien (orang yang dilindungi).

7 http://www.kki.go.id/index.php/subMenu/1016 diakses pada tanggal 23 mei 2017 pukul. 12.50 WIB
8 Lihat undang-undang no.29 tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Pasal 41
9 Lihat Kode Etik Kedokteran Indonesia, penjelasan Pasal 4



4

Dalam memberikan pelayanan dokter dengan pasien memiliki hubungan

sebagai perjanjian yang mana dikenal dengan perjanjian terapeutik. Perjanjian

merupakan hubungan timbal balik yang dihasilkan melalui komunikasi, sedangkan

terapeutik diartikan sebagai sesuatu yang mengandung unsur atau nilai pengobatan. 10

Secara yuridis, perjanjian terapeutik diartikan sebagai hubungan hukum antara dokter

dengan pasien dalam pelayanan medis secara profesional didasarkan kompetensi yang

sesuai dengan keahlian dan keterampilan tertentu dibidang kesehatan. Terapeutik

adalah terjemahan dari theurapeutic yang berarti dalam bidang pengobatan ini tidak

sama dengan therapy atau terapi yang berarti pengobatan.11

Persetujuan yang terjadi antara dokter dan pasien bukan hanya di bidang

pengobatan saja tetapi lebih luas, mencakup di bidang diagnostik, preventif,

rehabilitif, maupun promotif maka persetujuan ini disebut perjanjian terapeutik atau

transaksi terapeutik. Perjanjian terapeutik juga disebut dengan kontrak terapeutik

yang merupakan kontrak yang dikenal dalam bidang pelayanan kesehatan.12

Namun pada saat ini dengan kemajuan di bidang teknologi mengakibatkan

adanya suatu jenis pelayanan baru pada bidang kesehatan salah satunya dengan

adanya telemedicine. Telemedicine merupakan suatu layanan kesehatan antara dokter

atau praktisi kesehatan dengan pasien jarak jauh guna mengirimkan data medik

pasien yang menggunakan komunikasi audio visual  menggunakan infrastruktur

telekomunikasi yang sudah ada misalnya menggunakan internet, satelit, dan lain

sebagainya.

Salah satu contoh mengenai klinik online ini yaitu dokter online, yang

memberikan pelayanan kesehatan dengan memanfaatkan teknologi dan informasi

10 Subekti, Hukum Perjanjian, PT Pembimbing Masa, 1963 hlm.4
11 Hermien Hadiati Koeswadji. Makalah Simposium Hukum Kedokteran (Medical Law), Jakarta : Badan
Pembinaan Hukum Nasional.1993,hlm.142
12. Salim HS, Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata, Rajawali Press, Jakarta. 2006, Hal
45
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atau dengan kata lain klinik online ini melakukan transaksi secara elektronik karena

melakukan perbuatan hukum dalam hal ini memberikan pelayanan kesehatan

menggunakan komputer, jaringan komputer, dan media elektronik lainnya, proses

pembayaran serta pembelian obatnya pun dilakukan lewat transfer tanpa harus

bertatap muka antara dokter dengan pasien, dokter yang praktek melalui online juga

tidak memasang papan nama praktek sesuai aturan yang ada sehingga timbul

permasalahan. Dengan adanya pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter

dengan cara online tersebut maka bagaimana keabsahan pelayanan dokter online

tersebut.

Perkembangan ilmu selalu memberikan dampak yang baik bahkan yang buruk

sekalipun. Tergantung bagaimana setiap individu itu memanfaatkan ilmu

pengetahuan itu. Manfaat yang dimaksud di sini apakah setiap tindakan itu

bermanfaat bagi yang membutuhkan atau malah menambah masalah bagi yang

membutuhkan, hal ini tidak terlepas pula dalam ilmu kedokteran. Pada awalnya Pola

hubungan vertical paternalistik antara dokter dan pasien mengandung dampak positif

dan dampak negatif, dampak positif karena pola paternalistik ini sangat membantu

pasien dalam hal pasien awam terhadap penyakit, sebaliknya dampak negatif, karena

tindakan dokter yang berupa langkah-langkah upaya penyembuhan penyakit pasien

itu merupakan tindakan-tindakan yang tidak menghiraukan otonomi pasien, yang

justru menurut sejarah perkembangan budaya dan hak-hak dasar manusia sudah ada

sejak lahir.13

Dalam hal pelayanan kesehatan pada dasarnya sama yaitu dokter sebagai

pelayan kesehatan memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien sebagai penerima

pelayanan kesehatan, hal tersebut dilakukan oleh pasien dengan cara mendatangi

klinik untuk melakukan upaya kesehatan, selanjutnya pasien bertemu dengan dokter

13 Hermien Hadiati Koeswadji, Hukum Kedokteran Untuk Perumahsakitan,Citra Aditya Bakti,

Bandung, 2002, hlm. 63.
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untuk membicarakan keluhan atau sakit yang diderita kemudian setelah mendengar

keluhan pasien, dokter meminta izin untuk memeriksa keluhan pasien, setelah

memeriksa keluhan atau sakit yang diderita pasien barulah dokter menyimpulkan atau

mendiagnosa sakit pasien dengan keilmuan kedokteran yang dimilikinya dan yang

terakhir memberikan resep obat untuk membantu pasien dalam proses penyembuhan

penyakit.

Pelayanan klinik online termasuk di dalamnya terdapat praktik kedokteran,

jika melihat praktik kedokteran standar yang dilakukan oleh klinik biasa tentu hal ini

menimbulkan suatu permasalahan tersendiri, karena proses pendiagnosaan secara

online oleh dokter dilakukan dengan tidak adanya bertatap muka antara pasien

dengan dokter sehingga tidak menutup kemungkinan terjadi kesalahan pendiagnosaan

terhadap pasien. Jika terjadi kesalahan pendiagnosaan maka bagaimana perlindungan

hukum bagi pasien yang melakukan pelayanan kesehatan secara online tersebut.

Dinamika hukum kesehatan di Indonesia masih kurang mencukupi untuk

mengantisipasi perkembangan di dalam dunia kesehatan ini, di mana teknologi yang

berkembang cepat tidak dapat diikuti dengan perkembangan hukum di bidang

kesehatan. Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik pertanyaan mengenai

keabsahan perjanjian dokter yang memberikan pelayanan kesehatan secara online dan

bagaimana perlindungan hukum bagi pasien yang melakukan pelayanan kesehatan

secara online. Untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

skripsi “PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP KESALAHAN

PENDIAGNOSAAN BAGI DOKTER YANG MELAKUKAN PELAYANAN

KESEHATAN SECARA ONLINE”

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

Sebagaimana diuraikan di atas, maka yang dipermasalahkan dalam tulisan ini

adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan perjanjian pemberian pelayanan kesehatan oleh dokter

secara online?
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2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pasien yang melakukan pelayanan

kesehatan secara online?

1.3  TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui bagaimana keabsahan perjanjian dokter yang memberikan

pelayanan kesehatan secara online berdasarkan aturan yang berlaku.

2. Untuk mengetahui pemahaman perlindungan hukum bagi pasien apabila

mengalami kerugian dari pelayanan kesehatan secara online.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

1. Untuk memberikan manfaat bagi dokter agar lebih mengetahui kembali

ketentuan-ketentuan tentang praktik, bahwa dokter dalam melakukan

praktik harus sesuai dengan prosedur yang ada.

2. Untuk memberikan manfaat bagi masyarakat bahwa praktik online yang

dilakukan oleh dokter itu tidak diperkenankan, menurut ketentuan aturan

praktik dokter yang ada.

3. Untuk memberikan manfaat bagi pemerintah agar dapat lebih tegas dalam

pengaturan praktik yang dilakukan oleh para dokter secara online agar

tidak terjadi kerugian bagi masyarakat.

1.5 METODE PENELITIAN

Menurut Kartini Kartono, metode penelitian adalah cara-cara berpikir dan

berbuat, yang dipersiapkan dengan baik untuk mengadakan penelitian dan guna

mencapai tujuan.14

14 Kartini Kartono,Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum.Dalam Hilman

Adikusuma, Penerbit Mandar Maju,1995, Bandung, hal. 58
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Ada dua jenis penelitian yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yaitu penelitian

hukum normatif dan penelitian hukum empiris atau sosiologis.15

Dalam penelitian kali ini penulis akan menggunakan metode yuridis normatif

dimana metode ini difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-

norma dalam hukum positif.16 karena dalam penelitian yang akan penulis angkat

berkaitan erat dengan peraturan perundang-undangan dan  konsep di dalam hukum.

Menurut Johnny Ibrahim pun bahan-bahan penelitian terbagi atas beberapa yaitu

primer, sekunder, dan tersier. Berikut  adalah penjelasan dari masing-masing bahan

hukum tersebut:

 Bahan hukum primer antara lain dari Undang-Undang Nomor 29. Tahun 2004

Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor.36 Tahun 2009 Tentang

Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011

Tentang Izin Praktik Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, dan perundang-

undangan lain yang terkait.

 Bahan hukum Sekunder terdiri dari buku-buku, ataupun jurnal-jurnal ilmiah

yang terkait dengan izin praktik kedokteran ataupun mengenai hukum

kesehatan.

 Bahan hukum Tersier terdiri dari kamus-kamus ataupun ensiklopedia terkait

seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia

1.6  SISTEMATIKA PENELITIAN

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini, penulis akan membahas mengenai latar belakang, identifikasi masalah,

tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

15 Soerjono Soekanto,  Penelitian Hukum Normatif SuatuTinjauan Singkat, Rajawali, Jakarta,
1985,hal. 147
16 Johnny Ibrahim,Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing,Malang,
2003,hal.295
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BAB II Hukum Tentang Perjanjian dan Perjanjian Terapeutik

Pada bab ini, penulis akan membahas pengertian dan teori tentang perjanjian.

2.1 Pengertian Perjanjian

2.1.2 Unsur-Unsur Perjanjian

2.1.3 Asas-Asas Dalam Perjanjian

2.1.4 Syarat-syarat Perjanjian

2.1.5 Jenis-Jenis Perjanjian

2.1.6 Berakhirnya Perjanjian

2.2 Perjanjian Terapeutik

2.2.1 Para Pihak Dalam Perjanjian Terapeutik

2.2.2 Hubungan Hukum Dalam Perjanjian Terapeutik

2.2.3 Unsur-Unsur Perjanjian Terapeutik

2.2.4 Syarat Sahnya Perjanjian Terapeutik

2.2.5 Akibat Hukum Perjanjian Terapeutik

2.2.6 Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent)

2.2.7 Proses Tindakan Medis (informed consent)

BAB III Tinjauan  Pelayanan Kesehatan dan Tellemedicine

Pada bab ini, penulis akan membahas mengenai teori-teori yang berkaitan dengan

pelayanan kesehatan.

3.1 Pelayanan Kesehatan

3.1.1 Bentuk-Bentuk Pelayanan Kesehatan

3.1.2 Pihak-Pihak Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan

3.1.3 Hak Dan Kewajiban Pasien Dan Dokter

3.1.4 Akibat Hukum Kesalahan Dan Kelalaian Dalam Pelayanan Kesehatan

3.2 Pengertian Telemedicine

3.2.1 Jenis-Jenis Telemedicine

3.2.2 Tipe Praktek Telemedicine

3.2.3 Contoh Kasus Telemedicine Di Indonesia
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Bab IV Analisis Keabsahan Perjanjian Pemberian Pelayanan Kesehatan Oleh

Dokter Secara Online dan Perlindungan Hukum Bagi Pasien Yang Melakukan

Pelayanan Kesehatan Secara Online.

Pada bab ini, penulis akan menganalisis yang berkaitan dengan keabsahan perjanjian

dan perlindungan bagi pasien yang melakukan pelayanan kesehatan secara online.

4.1 Keabsahan Perjanjian Pemberian Pelayanan Kesehatan Oleh Dokter Secara

Online

4.2 Perlindungan Hukum Bagi Pasien Yang Melakukan Pelayanan Secara Online

Bab V Penutup

Pada bab ini, penulis akan menulis kesimpulan dan saran.
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